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Menimbang :

Mengingat

a.

1.

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022,
masih belum memenuhi perkembangan yang ada di lingkup
Pemerintahan  Kabupaten Jombang sehingga  perlu
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu mengatur Perubahan Atas
Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dalam
Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasioanl dan/atau  Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengenadalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018
tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan
dan Anggaran Daerah Tahunan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan:

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor
1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun
2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Jombang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran
Daerah Tahun 2021 Nomor 10/E);

Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 27/E);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 27 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun
2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor
27/E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.

Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga secara
keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika
sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN

BABII : EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN
2021

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB IV : PENUTUP.

. Beberapa ketentuan dalam Lampiran diubah dan tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 2 Agustus 2022

BUPATI JOMBANG,
ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 37 /E

D

NINDYAGUNG,SH.,M.Si

" Pembina Tingkat I

NIP. 1967010

5199212 1001
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PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2022 merupakan dokumen setiap Perangkat Daerah untuk perencanaan
pembangunan tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan
dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

Demikian segenap Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2022. Semoga Rencana Kerja ini dapat menjadi
pedoman dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program
pembangunan di Kabupaten Jombang.

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB
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